INFORMASI FAKTOR JABATAN STRUKTURAL
	Nama Jabatan
	:
	KASUBBID KEBIJAKAN BELANJA

	Unit Kerja
	:
	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 

	Instansi 
	:
	PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG



I. PERAN JABATAN :
Melakukan pengelolaan kegiatan sub bidang dibidang Perbendaharaan meliputi kebijakan belanja , pembinaan bendahara SKPD, penyusunan sistem dan prosuder penatausahaan, laporan realisasi penyerapan dana perimbangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar pelaksanaaan kegiatan yang dilakukan baik administrasi maupun operasional berjalan sesuai yang telah ditentukan.
II. URAIAN TUGAS 
a. Melakukan pembinaan pada bendahara SKPD sesuai peraturan perundang-undangan dan prosedur yang berlaku agar pelaksanaan kegiatan sesuai yang telah ditentukan dan tidak terjadi kesalahan. 
b. Menyiapkan bahan penyusunan sistem dan prosedur penatausahaan keuangan daerah sesuai dengan peraturan agar pelaksanaan kegiatan baik administrasi maupun operasional berjalan sesuai yang telah ditentukan.
c. Menyiapkan bahan keputusan walikota kepala daerah dalam rangka pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan peraturan agar pelaksanaan kegiatan baik administrasi maupun operasional berjalan sesuai yang telah ditentukan.
d. Menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi penyerapan dana perimbangan sesuai dengan peraturan agar pelaksanaan kegiatan baik administrasi maupun operasional berjalan sesuai yang telah ditentukan.
e. Mengelola utang dan piutang daerah berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar pelaksanaan berjalan dengan efektif.
f. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan sub bidang kebijakan belanja sesuai dengan peraturan agar pelaksanaan kegiatan baik administrasi maupun operasional berjalan sesuai yang telah ditentukan.
g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.
III. TANGGUNG JAWAB
a. Pembinaan pada bendahara SKPD sesuai peraturan perundang-undangan dan prosedur yang berlaku agar pelaksanaan kegiatan sesuai yang telah ditentukan dan tidak terjadi kesalahan. 
b. Tersiapkannya bahan penyusunan sistem dan prosedur penatausahaan keuangan daerah sesuai dengan peraturan agar pelaksanaan kegiatan baik administrasi maupun operasional berjalan sesuai yang telah ditentukan.
c. Tersiapkannya bahan keputusan walikota kepala daerah dalam rangka pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan peraturan agar pelaksanaan kegiatan baik administrasi maupun operasional berjalan sesuai yang telah ditentukan.
d. Tersiapkannya bahan penyusunan laporan realisasi penyerapan dana perimbangan sesuai dengan peraturan agar pelaksanaan kegiatan baik administrasi maupun operasional berjalan sesuai yang telah ditentukan.
e. Terkelolanya utang dan piutang daerah berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar pelaksanaan berjalan dengan efektif.
f. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan sub bidang kebijakan belanja sesuai dengan peraturan agar pelaksanaan kegiatan baik administrasi maupun operasional berjalan sesuai yang telah ditentukan.
IV. HASIL KERJA
a. Kegiatan pembinaan pada bendahara SKPD sesuai peraturan perundang-undangan dan prosedur yang berlaku agar pelaksanaan kegiatan sesuai yang telah ditentukan dan tidak terjadi kesalahan. 
b. Dokumen dan laporan bahan penyusunan sistem dan prosedur penatausahaan keuangan daerah sesuai dengan peraturan agar pelaksanaan kegiatan baik administrasi maupun operasional berjalan sesuai yang telah ditentukan.
c. Dokumen dan laporan bahan keputusan walikota kepala daerah dalam rangka pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan peraturan agar pelaksanaan kegiatan baik administrasi maupun operasional berjalan sesuai yang telah ditentukan.
d. Dokumen dan laporan bahan penyusunan laporan realisasi penyerapan dana perimbangan sesuai dengan peraturan agar pelaksanaan kegiatan baik administrasi maupun operasional berjalan sesuai yang telah ditentukan.
e. Dokumen utang dan piutang daerah berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar pelaksanaan berjalan dengan efektif.
f. Kegiatan monitoring, evaluasi, dan pelaporan sub bidang kebijakan belanja sesuai dengan peraturan agar pelaksanaan kegiatan baik administrasi maupun operasional berjalan sesuai yang telah ditentukan.










V. TINGKAT FAKTOR 
FAKTOR 1: RUANG LINGKUP DAN DAMPAK PROGRAM (fk. 1 -1= 175) 
a. RUANG LINGKUP
Pekerjaan yang diarahkan Kasubbid Kebijakan Belanja Segmen program atau pekerjaan bersifat  prosedural, rutin, dan secara tipikal memberikan jasa atau produk kepada orang tertentu atau kepada unit organisasi terkecil di dalam organisasi.

b. DAMPAK 
Jasa atau produknya:
Pekerjaan yang diarahkan memudahkan pekerjaan orang lain dalam unit organisasi langsung, memberikan respon kepada permintaan atau kebutuhan spesifik dari pegawai, atau hanya mempengaruhi fungsi tertentu yang terlokalisasi.

FAKTOR 2: PENGATURAN ORGANISASI (fk. 2 - 1 = 100)
Jabatan ini bertanggung-jawab kepada suatu jabatan struktural tertinggi atau jabatan yang setara dalam mata rantai pengawasan langsung.

FAKTOR 3: WEWENANG PENYELIAAN DAN MANAJERIAL (fk.3-1 = 450)
Kasubbid Kebijakan Belanja berwenang : 
1. Merencanakan dan menjadwalkan pekerjaan yang berorientasi pada output setiap 3 bulan dan setiap tahun, atau mengarahkan tugas yang jangka waktunya sama. 
2. Menyesuaikan kelas pegawai atau prosedur kerja dalam unit organisasi untuk membuat alokasi sumber daya pada jenjang yang lebih tinggi. 
3. Mempertimbangkan pembelian peralatan baru.
4. Menyempurnakan metode dan prosedur kerja yang digunakan. 
5. Mengawasi pengembangan data, estimasi, statistik, saran, dan informasi lain yang berguna untuk pejabat yang lebih tinggi dalam menentukan tujuan dan sasaran yang diutamakan. 
6. Memutuskan metodologi yang digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran, dan untuk menentukan strategi manajemen lainnya. 

FAKTOR 4: HUBUNGAN PERSONAL 
A. Sifat Hubungan (fk. 4A-1 = 25)
Kasubbid Kebijakan Belanja dalam melaksanakan tugas jabatannya berhubungan dengan bawahan dalam unit organisasi yang diselia, dengan rekan yang setingkat yang mengawasi unit organisasi yang setara dalam instansi, dan/atau dengan staf administrasi dan penunjang yang berada dalam organisasi yang sama dengan penyelia. Hubungan bersifat informal dan terjadi secara perseorangan di tempat kerja, dalam rapat rutin, atau melalui telepon.
B. Tujuan Hubungan (fk.4B-1 = 30)
Tujuan hubungan yang dilakukan oleh Kasubbid Kebijakan Belanja adalah membahas pekerjaan untuk memberikan atau menerima pelayanan; untuk tukar menukar informasi tentang operasi kerja dan masalah kepegawaian, dan untuk memberikan pelatihan, nasihat, dan bimbingan kepada bawahan.

FAKTOR 5: KESULITAN DALAM PENGARAHAN PEKERJAAN (fk. 5-3= 340)
Kasubbid Kebijakan Belanja mempunyai tingkat kesulitan dalam mengarahkan pekerjaan dasar yang dilakukan oleh Penyusun Laporan Kebijakan (Kelas 7).

FAKTOR 6: KONDISI LAIN (fk. 6-1= 310)
Kasubbid Kebijakan Belanja mengarahkan pekerjaan penyelia yang berada dibawahnya yaitu pekerjaan yang diselia (disupervisi) meliputi pekerjaan klerek, pekerjaan teknis, atau pekerjaan lain yang setara dengan kelas 8 atau lebih rendah. Pekerjaan ini bervariasi dari pekerjaan yang bersifat rutin hingga pekerjaan penyeliaan yang memerlukan koordinasi dalam unit kerja, untuk memastikan waktu, bentuk, prosedur, kesesuaian, standar kualitas dan kuantitas dipenuhi dalam setiap jenis pekerjaan.

VI. SYARAT JABATAN TERTENTU
(tidak ada)
















FORMULIR HASIL EVALUASI JABATAN STRUKTURAL
Nama Jabatan	: Kasubbid Kebijakan Belanja
Unit Kerja	: BPKAD Kota Bandar Lampung
Instansi	: Pemerintah Kota Bandar Lampung
	No
	Faktor Evaluasi
	Nilai yang diberikan
	Standar Jabatan Struktual Yang Digunakan 
	Keterangan

	1
	Faktor 1: Ruang Lingkup dan Dampak Program 
	175
	
	Tingkat faktor 1-1

	2
	Faktor 2 : Pengaturan Organisasi
	100
	
	Tingkat faktor 2-1 

	3
	Faktor 3 : Wewenang Penyeliaan dan Manajerial
	450
	
	Tingkat faktor 3-1 

	4
	Faktor 4 : Hubungan Personal
a. Sifat Hubungan
b. Tujuan Hubungan
	
25
30
	
	
Tingkat faktor 4A-1 
Tingkat faktor 4B-1

	5
	Faktor 5: Kesulitan Dalam Pengarahan Pekerjaan
	340
	
	Tingkat faktor 5-3 

	6
	Faktor 6 : Kondisi Lain
	310
	
	Tingkat faktor 6-1
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A
N
	Total Nilai
	1430
	
	

	
	Kelas Jabatan
	9
	
	( 1355-1600 )


Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan:
	Ketua Tim



(______________________)


	Kasubbid Kebijakan Belanja



(EMMAWATI, S.Sos.,MM.)
NIP. 19681009 199003 2 010
	Kepala BPKAD



( WILSON FAISOL.S.E.,MM )
NIP. 19700323 198903 1 001



